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MOTTO 

 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan 

baginya jalan menuju surga” 

(HR. Muslim) 

 

“Keberhasilanhidupsangatbergantungdari mental yang 

kuatdancarapandangkitaterhadappekerjaan yang kitalakoni” 

(Kata Bijak) 

 

“Rahmatseringdatangkepadakitadalambentukkesakitan, kehilangan, dan 

kekecewaan.Tetapikalaukitasabar, kitaakansegeramelihatbentukaslinya”. 

(Joseph Addison) 
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ABSTRAK 

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENERAPAN SISTEM  

INFORMASI AKUNTANSI DAN PENERAPAN  SISTEM  

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP   

KUALITASLAPORAN KEUANGAN 

DAERAH  

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kota Salatiga) 

 

Oleh: 

Zulia Ariyani 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem 

informsi akuntansi dan penerapan  sistem  pengendalia internal terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah (studi pada organisasi perangkat daerah (OPD)  Kota 

Salatiga). Metode pengembilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem 

Pengendaian Internal tidak berpengaruh tehadap kualitas laporan keuangan. 

 

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi 

Pemerintah,  Sistem Informsi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, 

Kualitas Laporan  Keuangan Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan 

pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di 

tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik 

untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti 

pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama 

dan beberapa hal lainnya. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam 

praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya 

tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun 

daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan 

melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar 

akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan 

pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar 

akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. 

       Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006, laporan 

keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara atau daerah selama suatu periode. Dalam rangka mengahasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi 

kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat 

dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Peraturan Pemerintah 
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nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah 

daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan 

keuangan (CaLK). 

       Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya 

mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan 

(BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu 

entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar 

dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak 

memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pada 2 tahun 

terakhir Pemerintah Kota Salatiga meraih predikat opini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

keuangan Pemerintah daerah setelsh 10 tahun Pemkot Salatiga 

memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP). 
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Tabel 1.1 

Opini LKPD tahun 2006-2017 

Tahun Opini 

2006 WDP 

2007 WDP 

2008 WDP 

2009 WDP 

2010 WDP 

2011 WDP 

2012 WDP 

2013 WDP 

2014 WDP 

2015 WDP 

2016 WTP 

2017 WTP 
Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2018 (www.bpk.go.id) 

       Sejak tahun 2006-2015 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 

Kota Salatiga memperoleh predikat opini WDP akan tetapi pada tahun 

2016 Kota Salatiga mampu meningkatkan opini WDP menjadi WTP. Pada 

tahun 2017 Pemkot Salatiga mampu mempertahankan opimi WTP yang 

telah diperoleh tahun sebelumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan 

diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Melihat semakin meningkatkan 

kondisi kinerja Kota Salatiga, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi pencapaian opini 

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Salatiga. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh dan panduan 

bagi kota/kabupaten lain yang masih belum mencapai opini WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian) atas LKPD. 

      Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

laporan keuangan di Pemkot Salatiga telah memenuhi kualitas laporan 

http://www.bpk.go.id/
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keuangan pemerintah seperti yang disebutkan dalam karakteristik 

kualitatif dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemkot Salatiga mampu 

mempertahankan kualitas laporan keuangan dari tahun sebelumya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif yang memenuhi 

kualitas laporan keuangan diantaranya informasi yang termuat di dalam 

laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka dimasa lalu, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, 

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. 

       Faktor  pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah 

dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan kompeten 

dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional 

tentang pemerintahan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya 

akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan 

keuangan. 
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       Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Standar 

Akuntansi Pemeritah, Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman 

untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme 

pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan 

menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi 

keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian Mardiasmo (2009). 

       Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi, sistem informasi akuntansi adalah 

sebuahsistem yang memproses data dan transaksi gunamenghasilkan 

informasi yang bermanfaat untukmerencanakan, mengendalikan 

pembuatan laporan keuangan. 

        Faktor pendukung untuk kualitas laporan keuangan adalah Penerapan 

Sistem Pengendalian Internal, pengendalian internal terdiri atas kebijakan 

dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau 

menyediakan informasi keuangan yang andal, tujuan pengendalian internal 

berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat 

waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta 

kepatuhan pada hukum dan regulasi. 

       Kesenjangan penelitian yang diperoleh penelitian adalah berdasarkan 

dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda 

dengan  penelitian  lainnya. Dalam  penelitian yang dilakukan oleh 

Tawaqal & Suparno (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan 
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kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh sistem 

informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber 

daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang 

dilakukan Moha, et al., (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang di dapatkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah.  

       Penelitian yang dilakukan Andini & Yusrawati (2015) Pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil 

penelitian yang di dapatkan bahwa terdapat pengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Putra, et al., (2017) 

Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa 

terdapat pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

       Penelitian yang dilakukan Mahardini & Miranti (2018) dampak 

penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya 

manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian yang 

di dapatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan 
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Darwanis & Mahyani (2015) pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang di 

dapatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. 

       Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Mahardini & 

Miranti (2018) dengan persamaan penelitian menguji kembali dampak 

penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya 

manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Perbedaan 

penelitian pertama, menambahkan sistem informasi akuntansi dan 

sistem pengendalian internal (Tawaqal & Suparno, 2017). Alasan  

penambahan variabel sistem informasi akuntansi karena sistem informasi 

akuntansi  digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam 

memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi 

manajemen pemerintah daerah. Alasan penambahan  sistem pengendalian 

internal karena sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah 

harus berjalan dengan baik maka, semua operasi, sumber daya, data akan 

terkendali, tujuan tercapai, dan dapat meminimalisir kesalahan sehingga 

pemerintah daerah pada OPD  dapat menghasilkan informasi akuntansi 

yang baik dan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan 

sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
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       Kedua, terkait masalah objek penelitian untuk memperoleh bukti 

konsistensi hasil penelitian sebelumnya.  Sampel penelitian ini di OPD 

Pemerintah Kota Salatiga. Alasannya karena Kota Salatiga meraih 

predikat kualitas laporan keuangan daerah yang baik dan OPD Kota 

Salatiga mampu mempertahankannya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualiatas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sumberdaya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh sistem informasi 

akuntansipemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 
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4. Untuk membuktikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian 

akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi 

dengan baik yang akhirnya dihasilkannya laporan keuangan pemerintah 

daerah yang mempunyai nilai dan diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi kantor pemerintah daerah yang ada di Kota Salatiga dan untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. 

2. Bagi Pegembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai 

pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, standar akuntansi 

pemerintah, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian 

dan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah 

dalam penelitian berupa telaah teori,hasil penelitian terdahulu, 

hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang 

populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, 

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik 

perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data 

menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji 

validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian 

hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah Teori 

1. Teori Stewardship (Stewardship theory) 

       Stewardship theory Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan 

bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para  manajemen termotivasi 

untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran 

utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori 

stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, 

mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, 

serta dapat berlaku  jujur untuk pihak lainnya.  

       Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan  

kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi 

dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan 

manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian 

akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan 

non profit lainnya. Fajar (2012) Stewardship theory memandang bahwa 

manajemen organisasi sebagai steawards atau pelayanan. Pemerintah 

daerah sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan 

pemerintah. 

       LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan 

good governance. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan 
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LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci 

terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. 

LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi 

berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat 

keputusan-keputusan ekonomi. 

       Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards 

dengan principals. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta 

diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi 

dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, 

selaku principals sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi 

pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi 

pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran 

akuntansi sangat diperlukan. 

       Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai 

sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya 

manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber 

daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain 

(stewards) yang lebih siap.  Kontrak hubungan antara principals dengan 

stewards didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan 
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organisasi. Stewardship theory merupakan model yang dapat diterapkan 

dalam organisasi sektor publik. 

       Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat 

menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang 

dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat 

pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga 

tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal. 

2. Kompetensi Sumberdaya Manusia 

       Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang 

mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik 

kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada 

waktu periode tertentu Moeheriono (2009). Seseorang yang memiliki 

kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya 

sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan 

pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Menurut Spencer (1993) 

kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu 

yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.   

Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan 

berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. 

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu 

kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), 
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atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya 

untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus 

dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan 

keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).  

       Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) untuk menilai kapasitas dan 

kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, 

termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 

kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau 

tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar 

untuk melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mencapai kompetensi 

tertentu, seseorang perlu memiliki sejumlah kapabilitas. Kapabilitas 

biasanya merupakan kombinasi dari dimensi sifat pribadi, ketrampilan 

dan pengetahuan. Menurut Thoha (1996) ada 5 tipe karakteristik dasar 

dari kompetensi yaitu : 

a. Motif (Motive) yaitu sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan 

atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. 

Motif ini menggerakan, mengerahkan dan memiliki prilaku terhadap 

tindakan tertentu atau tujuan dan perbedaan orang lain. 

b. Sifat (Trait) yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten 

terhadap situasidan informasi. 

c. Konsep pribadi (Self Concept) yaitu pelaku, nilai – nilai dan kesan 

pribadi seseorang. 
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d. Pengetahuan (Knowledge) yaitu informasi mengenai seseorang yang 

memiliki bidang substansi tertentu. 

e. Ketrampilan (Skill) yaitu kemampuan untuk melakukan tugas fisik dan 

mental tertentu. 

3. Standar Akuntansi Pemerintah 

       Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar 

akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan 

keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya 

standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif 

berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan 

dalam pengendalian Mardiasmo (2009). Standar Akuntansi Pemerintahan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

       Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pada 

saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penerapan 

SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Nomor 
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71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari 

penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP 

Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP 

berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi 

para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa 

laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu 

bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang 

diperoleh. 

       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 

akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan 

Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 

Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk 

pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis 

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.  
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       Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih 

bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan 

belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan 

pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan 

belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu 

pada Tahun 2015. SAP Basis kas adalah SAP yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, 

utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah 

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan 

basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 

4. Sistem Informasi Akuntansi 

       Akuntansi dan sistem infomasi akuntansi bertitik tolak dari suatu 

landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai 

akuntansi itu sendiri, konsep sistem,konsep informasi, konsep organisasi 

dan konsep pengambilan keputusan (Nunuy, 2009). Akuntansi 

merupakan fungsi pelayanan yang bertujuan untuk menyediakan 
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pengguna informasi kuantitatif, di sisi lain SIA dirancang untuk 

mengumpulkan, memasukkan, memproses, melaporkan data dan 

informasi. SIA dapat berupa sistem manual atau sistem komputerisasi 

menggunakan komputer (Mahdi et. al 20 10). 

       Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004:124) 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan 

oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk  merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoperasikan bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah 

data menjadi informasi, dalam (Bodnar dan Hopwood, 2006:24). 

Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil 

keputusan dalam suatu organisasi. 

5. Sistem Pengendalian Internal 

       Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi 

yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk 
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mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, 

serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan 

(fraud). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem 

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

       Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan 

informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan 

peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian 

intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang 

tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, 

serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dilihat dari tujuan tersebut, 

maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya 

inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan 

memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya 

pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 

2) Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari 

penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. 

       Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses 

kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah 

atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian 

tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 

a. Personel yang kompeten 

b. Pelimpahan tanggung jawab 

c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait 

d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional. 

6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

       Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang 

memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial 

yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai 

penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai 

bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan 

informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan 

keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

       Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
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tujuannya, Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:245). Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan 

dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannyaTujuan 

umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara 

spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan 

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang 

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. 

       Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya 

memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non 

keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan 

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan 

adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut SAK (2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan 
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yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi. 

       Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 

digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat 

dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al., (1999) 

menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut 

dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para 

pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi 

akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana 

disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: 
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a. Relevan 

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya 

dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa 

depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi 

yang relevan memiliki unsur-unsur berikut: 

1. Manfaat umpan balik (feedback value). 

 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat 

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

2. Manfaat prediktif (predictive value). 

 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

3. Tepat waktu (timeliness). 

 Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

4. Lengkap 

 Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

b. Andal 

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu 

informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang 
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disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu 

informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat 

pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan 

informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila: 

1. Dapat diuji kebenarannya (verifiable) 

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang 

berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan 

menghasilkan hasil akhir yang sama. 

2. Netral 

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi 

keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness) 

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan 

hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang 

sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan 

harus bebas dari unsur bias. 

c. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 
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d. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel. 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Penelitian 

dan Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Tawaqal & 

Suparno, 

(2017) 

Sistem informasi 

akuntansi  

Sistem 

pengendalian 

internal 

Kompetensi sumber 

daya manusia 

pengaruh penerapan sistem 

informasi akuntansi, sistem 

pengendalian internal, dan 

kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh 

terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 

 

2 Moha, 

Kalangi, & 

Warongan, 

(2017) 

Sistem 

pengendalian 

intern 

Prinsip 

pengelolaan 

keuangan daerah. 

pengaruh sistem 

pengendalian intern dan 

prinsip pengelolaan 

keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 

3 

Andini & 

Yusrawati,( 

2015) 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia 

Sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

Kompetensi sumberdaya 

manusia dan penerapan 

sistem akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

 Mahardini & 

Miranti, 

(2018) 

Standar akuntansi 

pemerintahan 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia. 

Penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dan 

kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

(Lanjutan) 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

5 Darwanis & 

Mahyani, 

(2015) 

Kapasitas sumber 

daya manusia 

Pemanfaatan 

teknologi informasi 

Pengendalian intern 

akuntansi. 

Kapasitas sumber daya 

manusia tidak berpengaruh 

signifikan  

terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan daerah 

dan 

pemanfaatan teknologi 

informasi dan pengendalian 

intern akuntansi 

berpengaruh signifikan 

terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan daerah. 

6 Putra, et al., 

(2017) 

Kapasitas sumber 

daya manusia 

Pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi 

keuangan daerah 

Peran internal audit  

Pengaruh kapasitas sumber 

daya manusia, pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah, dan peran 

internal audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. 
Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2018 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

       Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah suatu yang mendasari 

karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang 

diperoleh dalam suatu pekerjaan.   Kompetensi sebagai karakteristik yang 

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu 

dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup 

kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi 

(kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau 
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kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk 

menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). 

Stewardship theory Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa 

tidak ada suatu  keadaan situasi para  manajemen termotivasi untuk tujuan-

tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu 

kepentingan organisasi.  

       Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan 

sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku  jujur untuk pihak 

lainnya. Kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting 

dalam mencapai keberhasilan serta tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam 

organisasi sektor publik sangat ditekankan  pada kemampuan pelayanan 

yang baik terhadap masyarakat sehingga organisasi sektor publik memiliki 

reputasi kinerja yang unggul serta akuntabel dipandangan masyarakat. 

       Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin kompeten SDM 

menyajikan  laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H.1 Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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2. Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

      Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang 

selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis (1991) 

menggambarkan bahwa tidak ada suatu  keadaan situasi para  manajemen 

termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk 

tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Stewardship theory 

yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan 

pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan  keuangan yang 

harus dipenuhi agar hasil outputnya lebih baik.   

       Pemakaian standar akuntansi ini cenderung dilakukan karena dapat 

memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya, sehingga 

informasi keuangan sebagai bahan pengguna laporan keuangan menjadi 

lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat 

dihindarkan. Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik akan 

menghasilkan kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dengan kata lain laporan keuangan yang relevan disebabkan karena 
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pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintaha dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi. 

       Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menyatakan bahwa penerapan 

standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa jika standar akuntansi pemerintah 

diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

       Sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004:124) dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data 

keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil 

keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Stewardship theory 

Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu 

keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan  individu 

melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan 

organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun 

berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan 

penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku  jujur 

untuk pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah  harus 
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menerapankan  sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan 

sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. 

       Putra, et al.,(2017) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini berarti bahwa jika sistem informasi akuntansi diterapkan 

dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H3. Penerapan  Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

      Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem 

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Stewardship theory menurut  Donaldson dan Davis 

(1991)  menggambarkan bahwa tidak ada suatu  keadaan situasi para  

manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih 

fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi 

filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia 
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yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, 

memiliki integritas, serta dapat berlaku  jujur untuk pihak lainnya. 

Stewardship theory atau disebut juga teori pengabdian atau pelayanan 

merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang 

diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi 

dicerminkan sebagai good steward yang melaksankan tugas yang 

diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. 

       Sistem pengendalian Intermal memiliki peranan penting pada 

pencegahan kecurangan pelaporan keuangan dan mengurangi biaya yang 

signifikan pada kegiatan yang serupa. Keterlibatan fungsi Sistem 

pengendalian Intermal  maka, akan mengarahkan pada lingkungan yang 

lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan baik 

disengaja maupun tidak disengaja, sehingga Sistem pengendalian Intermal 

dalam penyusuna laporan keuangan akan meminimalisir kesalahan serta 

menghasilakn kualiatas laporan keuangan yang baik. 

       Stewardship theory yang menyatakan bahwa organisasi dicerminkan 

sebagai  good steward  yang melaksanakan tugas yang diberikan atasanya 

secara penuh tanggung jawab dan menyajikan keuangan yang berkualitas 

belum sepenuhnya diterapkan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan 

dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau 

menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya 

hukum dan peraturan yang berlaku.  
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       Penelitian Moha et al., (2017) menemukan bahwa Pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini berarti dalam pengendalian internal berkaitan 

dengan strategi, aktivitas transaksi dan proses akhir pelaporan yang 

dilakukan pada setiap pemerintah daerah. Selain itu sistem pengendalian 

internal (SPI) juga merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipantau 

agar antara perencanaan dengan hasil yang dihasilkan seimbang. Jika 

strategi yang telah ditentukan sesuai, maka SPI pada instansi pemerintah 

daerah yang dihasilkan baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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D. Model Penelitian 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.1 

Kerangka pikiran
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya Sugiyono (2001:55).Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh OPD yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. 

Sedangkan yang menjadi responden penelitian adalah Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD Pemerintah Kota Salatiga dan 

Pembantu PPK di OPD PemerintahKota Salatiga. 

       Menurut Sekaran (2006:123) sampel adalah sebagian dari populasi 

tersebut, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

pendekatan purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara 

disengaja dengan kriteria sesuai dengan penelitian. Penilaian kriteria 

sampling meliputi: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD PemerintahKota 

Salatiga (Kepala Dinas, Kepala subbag keuangan, Staf keuangan). 

b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan 

laporan keuangan. 

c. Penelitian diambil hanya Badan dan Dinas di OPD Pemerintah Kota 

Salatiga, karena laporan lebih lengkap.
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B. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data penelitian ini adalah mengguanakan data primer. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dimaksud dengan data 

primer menurut Sugiyono (2012:139) adalah data yang langsung diambil 

dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari 

responden. Data primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan data 

karena data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan pada aparatur 

pemerintah daerah seluruh manajerial OPD yang bekerja di lingkup 

Pemerintah Kota Salatiga yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan 

pengelolaan keuangan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

       Kuesioner adalah satu set pernyataan yang tersusun secara sistematis 

dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap 

responden. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif 

karena dapat diperolehnya data standar yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang 

karakteristik populasi yang diteliti Supranto (2000:21).  

       Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau 

meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing OPD untuk 

mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada OPD 

tersebut. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan 

skala Likert. 
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C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 

Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel 

No Variabel Definisi operasional Indikator 

1 Variabel 

Dependen 

a.Kualitas 

laporan 

keuangan 

Kualitas laporan 

keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam 

informasi akuntansi 

sehingga dapat 

memenuhi tujuannya, 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

(2010:245). 

1. Relevan  

2. Andal  

3. Dapat 

dibandingkan  

4. Dapat dipahami  

Menurut PP No 

71 Tahun 2010 

tentang SAP 

2 Variabel 

Independen 

a. Kompetensi 

sumber 

daya 

manusia 

kompetensi sumber daya 

manusia adalah 

kemampuan sumber daya 

manusia untuk 

melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya 

dengan bekal pendidikan, 

pelatihan, dan 

pengalaman yang cukup 

memadai kharis (2010). 

1. Pemahaman 

tentang 

akuntansi 

2. SDM yang 

berkualitas 

3. Sumber daya 

yang memadai 

4. Peran dan 

tanggung  jawab 

5. Pelatihan 

keahlian dalam 

tugas 

6. Sosialisasi 

peraturan baru 

7. Pemahaman 

tentang struktur 

organisasi 

Menurut Huang, et 

al. (1999). 

 b. Penerapan 

standar 

akuntansi 

pemerintah 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan menurut 

PP No 71 Tahun 2010 

tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

dalam Pasal 1 angka 3 

disebutkan 

1. Identifikasi. 

2. Pengklasifikasia

n. 

3. Adanya sistem 

pengendalian 

untuk menjamin 

reabilitas. 
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Tabel 3.1 

(Lanjutan) 

Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel 

No Variabel Definisi operasional Indikator 

  Standar Akuntansi 

Pemerintahan, yang 

selanjutnya disingkat 

SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam 

menyusun dan 

menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

4. Identifikasi. 

5. Pengklasifikasia

n. 

6. Adanya sistem 

pengendalian 

untuk menjamin 

reabilitas. 

7. Menghitung 

masing-masing 

pengaruh 

operasi. 

Menurut Masisi 

(1978) 

 

 c. Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Sistem informasi 

akuntansi 

menurutSusanto 

(2004:124) dapat 

didefinisikan 

sebagaikumpulan 

subsistem yang saling 

berhubungan satusama 

lain dan bekerja sama 

secara harmonis 

untukmengolah data 

keuangan menjadi 

informasi keuanganyang 

diperlukan oleh 

pengambil keputusan 

dalamproses 

pengambilan keputusan. 

1. Tingkat 

Kegunaan 

2. Keefektifan 

biaya 

3. Fleksibel  

Menurut 

Susanto(2004:124) 

 d. Sistem 

pengendali

an Internal 

Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2008 

menjelaskan sistem 

pengendalian internal 

adalah proses yang 

integral pada tindakan 

dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai 

1. Lingkungan 

pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Kegiatan 

pengendalian 
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Tabel 3.1 

(Lanjutan) 

Variabel Kualitas Laporan Keuangan dan pengukuran variabel 

No Variabel Definisi operasional Indikator 

  untuk memberikan 

keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset 

negara dan ketaatan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Informasi dan 

komunikasi 

5. Pemantauan 

dokumen/catatan 

Menurut PP No.60 

Tahun 2008 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

       Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari mean (nilai rata-rata), standar deviasi, 

minimum dan maksium Ghozali, (2013:19). 

2. Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas  

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut Ghozali (2013:52). Menguji validitas instrumen 

kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Confirmatory Factor Analysis digunakan untuk 

menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimesionalitas atau apakah 

indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah 
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variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah 

indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.  

       Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing 

indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan 

merupakan indikator konstruk. Ketika pada pengelompokkan terdapat 

kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat 

penting untuk interprestasi faktor adalah factor rotation. Rotasi ortogonal 

melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 

derajat disebut oblique rotation. Rotasi ortogonal dapat berbentuk 

quartimax, varimax, equimax dan promax Ghozali (2013:57). 

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor 

adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient 

correlation). Uji Bartlett of Sphericity merupakan uji statistik untuk 

menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel 

menyebabkan Barlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya 

korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur 

tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis 

faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of Samoling Adequacy 

(KMO). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang 

dikehendaki harus > 0,50 dan cross loading > 0,50 untuk dapat 

melakukan analisis faktor Ghozali, (2013:57). 
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b. Uji Reliabilitas 

       Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dilakukan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dimaksud untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

Ghozali (2013:160). 

       Pengujian Ghozali (2013:160) reliabilitas dalam penelitian ini untuk 

menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung 

croanbach’s alpha dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. 

Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau 

reliabel, jika memberikan nilai croanbach’s alpha lebih dari 0,70 Ghozali 

(2013:160). 

c. Analisis regresi linier berganda 

       Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi 

adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. 

Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel depende 

dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan 

sekaligus: pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual 

dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada Ghozali 
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(2013:97). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan 

model regresi sebagai berikut: 

                                       

Keterangan: 

     = Kualitas laporan keuangan 

KSDM  = Kompetensi sumberdaya manusia 

PSAP  = Penerapan Standar akuntansi pemerintah 

PSIA   = Penerapan Sistem informasi akuntansi 

PSPI   = Penerapan Sistem Pengendalia Internal 

α  =  Konstanta 

β  = Koefisien regerensi independen 

   =  Erorr 

E. Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi 

       Menurut Ghozali (2013:46) Koefisien determinasi R
2 

untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

R
2 

adalah antara nol sampai . Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai R
2 

mendekati 1 berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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2. Uji  F 

       Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik F pada dasarnya 

digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual (Goodness of fit). Uji F menguji apakah variabel 

independen yang mampu menjelaskan variabel dependen secara baik 

atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak 

Ghozali (2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan 

pembilang (df) =k dan derajat kebebasan penyebut (df)=n-k-1 dimana 

k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan kriteria: 

1) Jika Fhitung > Ftabel, atau p value< α = 0,05, maka Ho ditolak atau 

Ha diterima, artinya model yang digunakan bagus (fit). 

2) Jika Fhitung < Ftabel, atau p value> α = 0,05, maka Ho diterima atau 

Ha tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus 

(tidak fit). 

 

Gambar 3.1 

Penerimaan Uji F 
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3. Uji t  

       Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen Ghozali (2013:98). Level of significant pada tarif α = 5% 

dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam df=n-1 yang merupakan uji 

satu sisi (one tiled test). Hipotesis positif: 

1) Jika thitung  >t tabel, atau p value < α = 0,05, maka Ho ditolak atau 

Ha diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika thitung <t tabel, atau p value > α = 0,05, maka Ho diterima 

atau Ha tidak diterima, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Gambar 3.2 

Penerimaan Uji t 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi 

pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, dan penerapan sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dan diperoleh 70 kuesioner yang dapat diolah.  

       Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan  standar akuntansi pemerintah, penerapan 

sistem informasi akuntansi, dan penerapan sistem pengendalian internal 

mampu menjelaskan  kualitas laporan keuangan 56,3 %, sedangkan 

sisanya 43,7% (100% - 56,3% = 43,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

dari luar penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan model yang digunakan 

sudah bagus. 

      Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, dan Penerapan Sistem Pengendaian Internal tidak berpengaruh 

tehadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

1. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari 

responden pada kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut akan 

menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan 

yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data 

secara tertulis dari kuesioner.  

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang 

diteliti hanya Kompetensi sumber daya manusis, penerapan standar 

akuntansi pemeritah, penerapan sistem akuntansi informasi, dan 

penerapan sistem pengendalian internal. Sedangkan masih ada variabel 

lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan kuesioner penerapan sistem 

informasi akuntansi yang dipakai tidak/ kurang mewakii variabel. 

C. Saran 

1. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuesioner, perlu 

adanya penambahan metode wawancara, supaya persepsi dari 

responden lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada desa yang 

akan diteliti. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya 

memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. 
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2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat 

memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti peran 

audit intern dan pemanfaatn teknologi informasi. 

3. Penelitian Selanjutnya perlu mengganti kuesioner variabel Sistem 

Informasi Akuntansi yang seesuai/tepat. 
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